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PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PUSTAKAWAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional
pustakawan di Indonesia, Perpustakaan Nasional sebagai
instansi pembina jabatan fungsional pustakawan
menjamin ketersediaan pustakawan yang kompeten dan
profesional;

bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan jabatan
fungsional pustakawan, perlu dilakukan pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional
Pustakawan melalui penyesuaian/ inpassing pada
Instansi Pusat dan Instansi Daerah;

bahwa Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 2
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pustakawan
Melalui Penyesuaian/Inpassing sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan keadaan Jabatan Fungsional
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai
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Mengingat

Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui
Penyesuaian/ Inpassing, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang
Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Fungsional Pustakawan Melalui Penyesuaian/

Inpassing;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4774);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007
tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007
tentang Perpustakaan, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
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Nomor 322);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
289);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);

Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3
Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala
Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG TATA
CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN MELALUI
PENYESUAIAN/INPASSING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud

dengan:

1.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk

menduduki jabatan pemerintahan.
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10.

Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan
kepustakawanan pada Instansi Pusat dan Instansi
Daerah.

Kepustakawanan adalah kegiatan ilmiah dan profesional
yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan
perpustakaan, dan pengembangan sistem
kepustakawanan.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang selanjutnya
disingkat PPK Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung,
Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian
Negara  Republik Indonesia, pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian, pimpinan kesekretariatan
lembaga tinggi negara serta pimpinan kesekretariatan
lembaga lain yang dipimpin oleh pimpinan tinggi utama
dan bukan merupakan bagian dari kementerian lembaga
pemerintah nonkementerian,

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang selanjutnya
disebut  PPK Daerah adalah gubernur  dan
bupati/walikota.

Pimpinan Unit Kerja adalah pejabat pimpinan tinggi
pratama pada kementerian/lembaga atau kepala
perangkat daerah pada provinsi dan kabupaten/kota.
Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi
daerah.

Instansi Pusat adalah kementerian, Kejaksaan Agung,
Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, lembaga pemerintah nonkementerian,
kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan
lembaga nonstruktural.

Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi dan
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pustakawan

adalah Perpustakaan Nasional.
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11. Kepala adalah Kepala Perpustakaan Nasional.
12. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah
nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan

dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai

perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan,
perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian,
perpustakaan pelestarian, dan pusat  jejaring

perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.

13. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS
dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan
organisasi sesuai dengan = ketentuan = peraturan
perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.

14. Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian
kompetensi PNS yang akan mengikuti penyesuaian/
inpassing dalam jabatan fungsional Pustakawan.

15. Rekomendasi adalah keterangan hasil uji kompetensi
yang menyatakan jenjang jabatan keterampilan atau
keahlian PNS pada Jabatan Fungsional Pustakawan yang

ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

BAB II
PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN

Pasal 2
Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang belum mempunyai
Jabatan Fungsional Pustakawan atau sudah mempunyai
tetapi jumlahnya belum mencukupi sesuai dengan

kebutuhan, dapat melakukan Penyesuaian/ Inpassing.

Pasal 3
(1) Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 untuk menjamin keseimbangan antara beban
kerja dan jumlah PNS yang pelaksanaannya harus
mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional
Pustakawan dan Peta Jabatan Fungsional Pustakawan

dalam organisasi.
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